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Abstrak: Membangun kesadaran hukum sejak dini merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan
stabilitas dalam suatu masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya membantu mengatur perilaku masyarakat, melindungi
hak dan kebebasan individu, menyelesaikan konflik, dan menciptakan kepercayaan dan stabilitas sosial, tetapi juga
menghormati otoritas dan pemerintah. Dengan menanamkan kesadaran hukum sejak dini, masyarakat dapat lebih
cenderung mengikuti aturan, menghindari perilaku yang melanggar hukum, dan membangun penghormatan terhadap
institusi hukum. Metode yang digunakan adalah empiris. Kegiatan penyuluhan di Desa Embalut berjalan dengan baik
dan lancar, pemahaman mengenai hukum diberikan terhadap masyarakat untuk meminimalisasikan tindakan kriminal.
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Abstract: Building legal awareness from an early age is an important step in maintaining
order, justice and stability in a society. Legal awareness not only helps to regulate people’s
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Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan masyarakat yang paham dan sadar
akan hukum. Agar masyarakat sadar akan hukum tentunya harus sedari dini diberikan
sosialisasi maupun pemahaman-pemahaman mengenai hukum (Kocur-Bera, 2024;
Mukhlis, 2024; Suu, 2024). Kesadaran hukum diartikan dalam seseorang mengerti akan
aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Chisika, 2024;
Hendra, 2024; Yang, 2024). Tanpa kesadaran terhadap hukum yang berlaku tentunya akan
sangat sulit untuk mencapai suatu tujuan (Allison, 2023; Skare, 2023; Tewari, 2024).
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Kesadaran hukum penting ditanamkan dalam masyarakat sejak awal (Massadeh,
2023; Parameswaran, 2023; Su, 2023). Tujuan dari penanaman ini adalah agar masyarakat
dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan keadilan dalam hubungan
mereka satu sama lain (Lalangui, 2022; Lu, 2022; Nikulin, 2023). Pemerintah berperan
penting dalam hal ini, karena hukum adalah landasan utama dalam berbagai pengaturan
dan persoalan di masyarakat (Hollekim, 2022; Mari, 2022).

Memunculkan kesadaran hukum penting di usia dini, hal ini menjadikan investasi
jangka panjang untuk bangsa dan negara. Hal ini akan mendorong mereka untuk terus
menaati aturan dan norma yang berlaku untuk kedepannya. Pemahaman dan kepatuhan
terhadap aturan hukum adalah kunci dari kesadaran hukum.

Desa Embalut merupakan desa yang berada di Kecamatan Tenggarong Seberang,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan letaknya, Desa
Embalut berada di pesisir Sungai Mahakam. Pemerintahan Depinitif Desa Embalut berdiri
dari tahun 1947, sebagai Kepala Pemerintahnya/Petinggi kata orang dulu yang diartikan
Pejabat Tinggi Kampong adalah DAUD yang berasal dari Muara Pahu dan Wakil Petinggi
adalah M.Hasnan pada saat itu Tanjung Batu termasuk wilayah Desa Embalut dan diwakili
oleh Awang Ahmad dari Tanjung Batu.

Masyarakat Desa Embalut berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti di lokasi,
masih banyaknya warga yang tidak dan/atau kurang pemahaman hukum dan kesadaran
akan hukum. Selain itu, dikarenakan pemahaman hukum yang kurang dan minimnya
kesadaran akan tindak kriminal, peneliti mendapati adanya permasalahan yang terjadi di
masyarakat Desa Embalut Tenggarong Sebrang seperti adanya penyalahgunaan narkoba
pada masyarakat, money politik, dan bullying yang terjadi di sekolah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai
pentingnya membangun kesadaran hukum sejak dini dan tantangan apa saja yang dilalui
untuk membangun kesadaran hukum sejak dini agar bahaya-bahaya yang mengarah ke
tindak kriminal dapat diminimalisir dikemudian hari.

Metode

Metode yang digunakan adalah metode Empiris dengan pendekatan kualitatif.
Metode empiris merupakan metode dengan menggunakan pengamatan. Pengamatan
adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat
secara sistematik gejala-gejala yang ada.

Sebelum diberikan penyuluhan pada masyarakat Desa Embalut, mahasiswa dan
masyarakat melakukan bincang interaktif, mahasiswa memberikan pertanyaan mengenai
permasalahan yang dihadapi serta fenomena-fenomena hukum yang terjadi untuk
mengetahui seberapa pemahaman masyarakat mengenai hukum. Setelah mengetahui,
mahasiswa menjadi tahu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Embalut.

Kerangka kerja kegiatan penyuluhan
Metode yang diberikan dalam kegiatan ini adalah dengan memberikan penyuluhan
mengenai dasar-dasar ilmu hukum. Selain itu, diberikan juga sesi konsultasi hukum gratis
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bagi warga yang ingin bertanya lebih lanjut. Penyuluhan dilakukan dengan membuka
forum diskusi dan sosialisasi terhadap warga Desa Embalut. Setelah sesi selesai, diberikan
pertanyaan untuk mengetahui apakah penyuluhan yang dilakukan sudah efektif atau tidak.

Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan bertahap yang diawali dengan dilakukannya pengenalan diri dan
memberikan informasi bahwa akan dilaksanakan penyuluhan oleh mahasiswa fakultas
hukum, Universitas Mulawarman kepada para RT dan warga Desa Embalut. Selanjutnya
penyuluhan dilakukan dengan sosialisasi mengenai pemahaman-pemahaman dasar
hukum, dan diberikan sosialisasi mengenai bahaya narkotika, bullying dan money politik
serta dilakukan juga sesi tanya jawab setiap selesai kegiatan.

Hasil dan Pembahasan

Gambar 1. Penyuluhan Tentang Kesadaran dan Pemahaman Hukum

Kegiatan penyuluhan berkaitan dengan kesadaran hukum sedini mungkin dan
pemahaman mengenai hukum berjalan dengan baik dan lancar. Selama penyampaian
materi, warga mendengar dengan baik materi yang disampaikan. Warga Desa Embalut
memberikan respons yang baik pada saat pemaparan materi penyuluhan. Materi
penyuluhan terdiri dari pentingnya hukum, dasar hukum, kesadaran hukum. Selain itu,
dilakukan sosialisasi mengenai permasalahan yang banyak terjadi di wilayah Desa
Embalut, seperti sosialisasi bahaya narkotika, bullying, dan money politik.
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Gambar 2. Sosialisasi M-e.ngenai Bahaya Narkotika dan Bullying
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Gambar 3. Sosialisasi Mengenai Money Politic

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat berjalan dengan baik,
namun sayangnya saat dibuka konsultasi hukum gratis minim partisipasi warga yang turut
hadir di program tersebut.

Pentingnya Membangun Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai kesadaran seseorang atau kelompok
masyarakat terhadap undang-undang yang dibuat untuk menciptakan ketertiban,
kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dalam interaksi sosial. Tujuan tersebut akan sangat
sulit dicapai jika tidak ada kesadaran hukum yang tinggi. Setiap anggota keluarga harus
dididik tentang hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga mereka sendiri. Jika mereka
menghormati hak-hak ini, mereka akan terbiasa menerapkan kesadaran ini di lingkungan
lebih luas, seperti masyarakat dan bahkan negara.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa indikator kesadaran hukum memberikan
gambaran yang relatif akurat tentang tingkat kesadaran hukum. Secara singkat dijelaskan
bahwa kriteria pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang menyadari bahwa hukum
mengatur tindakan tertentu itu. Hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,
dimaksudkan di sini. Perilaku tersebut mencakup perilaku yang diizinkan oleh hukum dan
perilaku yang dilarang oleh hukum. Faktor kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang
warga masyarakat harus tahu tentang aturan tertentu. Misalnya, mereka harus tahu tentang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sikap hukum merupakan
indikator ketiga. Individu cenderung memiliki penilaian tertentu terhadap hukum.
Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu
masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Tingkat kesadaran hukum vyang tinggi di suatu daerah akan menghasilkan
masyarakat yang beradab. Tidak perlu menunggu hingga penegak hukum menindaklanjuti
pelanggaran untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pencegahan dianggap sangat penting
dan bisa dimulai dari keluarga, anggota masyarakat terkecil. Ini adalah kesadaran yang
harus kita bangun, dan ini harus dimulai dengan keluarga kita. Kesadaran hukum sangat
penting untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan ketertiban suatu masyarakat.

Tantangan dari Kurangnya Kesadaran Hukum

Membangun kesadaran hukum sejak dini merupakan upaya yang penting, namun
tidak tanpa tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam proses ini:
1. Kurangnya Pemahaman dan Pendidikan Hukum:
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a. Keterbatasan Kurikulum: Tidak semua sekolah memiliki kurikulum yang mencakup
pendidikan hukum secara memadai. Pendidikan hukum sering kali tidak menjadi
prioritas dalam pendidikan formal.

b. Sumber Daya Terbatas: Kurangnya materi pendidikan dan sumber daya yang
berkualitas untuk mengajarkan hukum kepada anak-anak.

2. Kendala Sosial dan Budaya:

a. Norma Sosial yang Berbeda: Budaya dan norma sosial yang berbeda-beda di berbagai
komunitas dapat mempengaruhi penerimaan dan pemahaman hukum.

b. Kebiasaan yang Bertentangan dengan Hukum: Kebiasaan atau tradisi yang sudah
mengakar yang mungkin bertentangan dengan hukum formal bisa sulit diubah.

3. Ketidakadilan dan Ketidaksetaraan:

a. Ketimpangan Sosial: Anak-anak dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung
mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan hukum yang baik.

b. Diskriminasi: Diskriminasi rasial, gender, atau bentuk diskriminasi lain dapat
mempengaruhi bagaimana anak-anak belajar dan menerapkan hukum.

4. Kurangnya Peran Orang Tua dan Keluarga:

a. Keterbatasan Pengetahuan Orang Tua: Orang tua yang tidak memiliki pengetahuan
hukum yang memadai mungkin tidak mampu mendidik anak-anak mereka tentang
pentingnya kesadaran hukum.

b. Kurangnya Dukungan Keluarga: Jika lingkungan keluarga tidak mendukung atau
tidak menekankan pentingnya kesadaran hukum, anak-anak mungkin tidak
mendapatkan nilai-nilai ini sejak dini.

5. Kurangnya Partisipasi dan Kerjasama dari Institusi:

a. Minimnya Inisiatif Pemerintah: Kurangnya program pemerintah yang fokus pada
pendidikan hukum untuk anak-anak.

b. Ketidakaktifan Lembaga Non-Pemerintah: Lembaga non-pemerintah atau organisasi
masyarakat sipil mungkin tidak cukup aktif atau tidak memiliki program yang
memadai untuk mendukung pendidikan hukum sejak dini.

6. Pengaruh Media dan Teknologi:

a. Informasi yang Menyesatkan: Media dan teknologi dapat menyebarkan informasi
yang salah atau menyesatkan tentang hukum, yang dapat mempengaruhi
pemahaman anak-anak.

b. Konten Tidak Sesuai: Banyak konten di media yang tidak mendukung atau bahkan
bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang seharusnya diajarkan.

7. Hambatan Psikologis:

a. Kurangnya Minat Anak: Anak-anak mungkin kurang tertarik atau merasa bosan
dengan materi hukum yang diajarkan dengan cara yang tidak menarik.

b. Stres dan Tekanan: Anak-anak yang mengalami tekanan atau stres dari lingkungan
rumah atau sekolah mungkin kesulitan untuk fokus pada pembelajaran hukum.

8. Kompleksitas Materi Hukum:

a. Bahasa Hukum yang Sulit: Bahasa hukum sering kali kompleks dan sulit dipahami

oleh anak-anak, sehingga memerlukan penyesuaian dalam cara penyampaiannya.
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b. Konsep Abstrak: Banyak konsep hukum yang abstrak dan sulit dipahami oleh anak-
anak tanpa penjelasan yang konkret dan relevan.

Simpulan

Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler Tematik di Desa Embalut,
berbagai program sosialisasi mengenai bahaya narkotika, bullying, dan politik uang telah
berhasil dilaksanakan. Kegiatan tersebut berhasil meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran siswa tentang dampak negatif dari masalah- masalah tersebut. Namun, tingkat
kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan warga Desa Embalut masih kurang, terlihat
dari minimnya partisipasi dalam program konsultasi hukum gratis. Desa Embalut juga
menghadapi masalah sosial seperti penyalahgunaan narkotika, bullying di sekolah, dan
rendahnya tingkat pendidikan.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan kesadaran hukum di Desa Embalut
melalui program-program yang lebih intensif dan berkelanjutan. Pemerintah harus ikut
berpartisipasi aktif agar minim terjadi pelanggaran hukum, selain itu pendidikan di sekolah
harus diberikan pembekalan mengenai hukum di Indonesia.
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